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A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada table berikut: 
1. Konsonan 








Ba B Be 
 
 ت
Ta T Te 
 
 ث
Sa Ś es (dengan titik di atas) 
 
 ج
Jim J Je 
 
 ح
Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) 
 
 خ
Kha Kh ka dan ha 
 
 د
Dal D De 
 
 ذ
Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
 
 ر
Ra R Er 
 
 ز
Zal Z Zet 
 
   س
Sin S Es 
   
    ش 








Sad Ṣ es dengan titi di bawah) 
 (Dad ḍ de (dengan titik di bawah ض
 
 ط
Ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
 
 ظ
Za ẓ zet (dengan titik di bawah) 
 
 ع
„ain „ apostrof terbalik 
 
 غ
Gain G Ge 
 
 ف
Fa F Ef 
 
 ق
Qaf Q Qi 
 
 ك
Kaf K Ka 
 
 ل
Lam 1 El 
 
 م
Mim M Em 
 
 ن
Nun N En 
 
 و
Wau W We 
 
 ه








Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 








Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 









 Fathah A A آ
 Kasrah I I ا
 Dammah U U آ
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 











 fathah dan alif ...ا|...ى
atau ya 
Ā a dan garis di atas 






 dammah dan ۇ
wau 
Ū u dan garis diatas 
 
4. Ta Marbuta  
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. 
Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 






7. Lafz al-Jalalah ُالَله( 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
B. Daftar Singkatan. 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 
swt. = subhanahu wa ta ala 
saw. = sallallahu alaihi wa sallam 
a.s = ‘alaihi al-salam 
M = Masehi 
H = Hijriah 
SM = Sebelum Masehi 
1 = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. = Wafat tahun 
QS = Qur‟an Surah 
HR = Hadits Riwayat 
SEMA = Surat Edaran Mahkamah Agung  
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 Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Implementasi Pembayaran 
Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek Studi di Pengadilan 
Agama Makassar. Pokok masalah dirumuskan dalam beberapa sub masalah atau 
pertanyaan yakni: 1) Bagaimana cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami 
yang hendak menceraikan istrinya yang tidak menghadiri persidangan di 
Pengadilan Agama Makassar? 2) Apa upaya majelis hakim dalam menjamin 
pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di 
Pengadilan Agama Makassar?. 
 Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) kualitatif 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan normatif yang didukung 
dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah Hakim 
Pengadilan Agama Makassar. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Lalu teknik 
pengelolaan dan analisis data terdapat tiga tahapan: pengumpulan data, pengolahan 
data, dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Cara pembayaran nafkah iddah 
bagi suami kepada istrinya yang tidak hadir dalam persidangan, yakni dengan cara 
pemohon/suami menitipkan pembayarannya di Panitera pengganti yang sedang 
bertugas menangani perkara tersebut. 2) Upaya majelis Hakim dalam menjamin 
pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek, yakni 
majelis hakim mengharuskan pemohon terlebih dulu membayarkan nafkah iddah 
kepada termohon sebelum mengucapkan ikrar talak. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Hakim, Agar kiranya semua 
hakim di Pengadilan Agama membebankan kepada pemohon untuk melaksanakan 
kewajibannya dari akibat perceraian yang sesuai dengan Pasal 149 dalam 
Kompilasi Hukum Islam, khusus perkara cerai talak yang putusannya verstek. 2) 
Bagi masyarakat, Akibat dari terjadinya perceraian suami berkewajiban untuk 
memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri berhak mendapatkan hak-haknya 
sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. 
Termohon agar kiranya hadir dalam persidangan supaya bisa memperjuangkan hak-






A. Latar Belakang 
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 
Manusia dan  makhluk hidup lainnya mempunyai naluriah untuk hidup 
secara berpasang-pasangan, Allah swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di 
dunia ini  secara berpasang-pasangan sebagaimana dalam firman QS. Az-
Zariyat/51:49. 
ٍء َخلَۡقنَا  ِ ََشۡ
ُروَن  َوِمن ُكل  ٤٩َزوَۡجۡۡيِ لََعلهُكۡم تََذكه
Terjemahnya : 
‘‘Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 
mengingat (kebesaran Allah).’’ (QS. Az-Zariyah [51]: 49). 2 
 
Manusia diciptakan oleh Allah swt. secara berpasang-pasangan yang 
mempunyai tujuan diantaranya untuk dapat melangsungkan keturunan, dengan 
menyalurkan syahwatnya sebagai rasa kasih sayangnya dengan diawali membentuk 
rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan. 
 
1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 
2  Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahan (Cet. I Bandung: CV. Penerbit 




Dalam suatu ikatan perkawinan yang mempunyai tujuan untuk bisa 
membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tentunya tidak 
berjalan dengan mudah pasti akan ada saja masalah-masalah yang dapat 
menghambat dari tujuan perkawinan tersebut, sehingga apabila kedua belah pihak 
tidak dapat lagi menemukan jalan keluar dari permasalahannya maka jalan terakhir 
yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan perceraian atau 
memutuskan ikatan perkawinan. 
Tujuan perkawinan itu sering kali tidak dapat tercapai secara utuh, hal itu 
dikarenakan adanya berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam keluarga. 
Suami atau istri terkadang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sehingga 
menyebabkan terjadinya perdebatan dan pertengkaran antara keduanya. Apabila 
pertengkaran antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi 
berdamai dan kembali saling mencintai, maka jalan yang terakhir adalah dengan 
perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan dalam 
pernikahan dapat putus dan berakhir, karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh 
suami kepada istri dengan alasan-alasan tertentu yang dapat menyebabkan 




Apabila dalam hubungan suami isrti terjadi perceraian bukan berarti 
masalah diantara keduanya sudah berakhir, justru dengan terjadinya perceraian 
maka persoalan-persoalan yang baru akan muncul yang akan diselesaikan antara 
suami istri yang berupa pembayaran nafkah iddah seorang mantan suami kepada 
mantan istrinya setelah melalui perceraian, serta mengenai hak asuh anak, nafkah 
anak dan harta bersama.  
Akibat terjadinya perceraian menyebabkan putusnya ikatan pernikahan 
antara suami istri yang dikarenakan cerai talak. Mantan suami mempunyai 
kawajiban yaitu:3 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau 
benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. 
b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali 
bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al 
dukhul. 
d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 
21 tahun. 
Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada istri 
sebagai akibat dari cerai talak dalam kasus perceraian. Hendaknya seorang suami 
memberikan nafkah kepada istri yang di talak sesuai dengan kemampuannya. 
 




Dengan adanya nafkah yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikan, 
sehingga mantan istri terhindar dari penderitaan karena tidak dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya. 
Apabila permohonan perkara cerai talak di Pengadilan Agama sudah 
dikabulkan dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
Pengadilan Agama akan melaksanakan sidang untuk penyaksian ikrar talak oleh 
pemohon kepada termohon. Apabila talak sudah diucapkan, maka perceraian terjadi 
antara suami istri dan ikatan antara keduanya berakhir. 
Pada saat Pengadilan Agama mengadakan sidang untuk penyaksian ikrar 
talak oleh pemohon kepada termohon. Termohon sudah siap untuk dijatuhkan talak 
dari pemohon dan sekaligus termohon meminta kepada pemohon untuk 
memberikan hak-haknya setelah ikrar talak diucapkan. Pemohon memberikan 
semua hak termohon sebagaimana dalam isi putusan yaitu berupa nafkah iddah. 
Namun masih banyak suami yang sudah mengikrarkan talaknya di Pengadilan 
Agama dan putusannya sudah ada, masih ada saja yang belum membayarkan 
nafkah iddah kepada termohon/istri dengan berbagai macam alasan-alasan yang 
menyatakan bahwa dirinya belum siap untuk melaksanakan perintah putusan 
tersebut. 
Pembacaan ikrar talak bisa berjalan apabila suami telah menunaikan 
kewajibannya kepada istrinya yaitu berupa pembayaran nafkah iddah, ada banyak 
sidang penyaksian ikrar talak yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan suami 




Apabila suami mempunyai niat buruk, meskipun sebenarnya ia sanggup untuk 
membayar nafkah  yang sesuai dengan amar putusan Pengadilan, akan tetapi jika 
suami tidak mau membayar sebagaimana dalam isi putusan majelis hakim sehingga 
menyebabkan banyak putusan yang tidak terlaksana. Hal ini akan merugikan kaum 
perempuan, sebab suami yang akan pergi begitu saja yang dikarenakan suami tidak 
mau memenuhi pembayaran nafkah iddah tersebut dan mengakibatkan putusan 
menjadi tidak bermakna dan perkawinan tidak jadi putus. 
Di Pengadilan Agama Makassar dari tahun 2018 sampai pada tahun 2020 
mengalami peningkatan putusan verstek khususnya dalam perkara cerai talak. Pada 
tahun 2020 ada sebanyak 725 perkara cerai talak dan terdapat 452 perkara yang 
putusannya verstek. Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama 
Makassar pada tahun 2020 ada sebanyak 62,345% perkara dimana putusannya 
bersifat verstek dan terdapat 37,655% putusan tidak verstek. Dalam perceraian 
khususnya cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar majelis Hakim 
berperan penting dalam melindungi hak-hak Istri (termohon) yang ditalak untuk 
diberikan nafkah selama masa iddahnya, sebab di dalam undang-undang tidak ada 
disebutkan berapa  yang harus diberikan suami kepada istrinya yang di talak. Oleh 
karena itu majelis hakim Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam 





Pengadilan merupakan suatu institusi yang diberikan kewenangan oleh 
pemerintah untuk memberikan keadilan terhadap masyarakat.4 Pengadilan Agama 
mempunyai wewenang dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah sebagai hak 
seorang istri yang telah diceraikan, maka Pengadilan Agama harus mempunyai 
upaya untuk bisa menjamin agar hak seorang  istri yang diceraikan dapat 
mendapatkan haknya sebagaimana  dalam isi putusan Pengadilan supaya putusan 
majelis Hakim memenuhi asas kepastian dan keadilan bagi pihak yang berperkara. 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, penulis berfikir masalah ini 
perlu diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah termohon (istri) 
yang tidak hadir dalam persidangan cerai talak di Pengadilan Agama akan tetap 
mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya selama masa iddah.  
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas penulis tertarik 
untuk mengangkat judul : Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada 
Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama 
Makassar) 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 
4  Asni, ‘‘Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam 




Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah oleh 
suami yang hendak menceraikan istrinya yang tidak hadir dalam persidangan di 
Pengadilan Agama Makassar. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun judul skripsi ini yaitu : ‘‘Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah 
pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek Studi di Pengadilan Agama 
Makassar’’. Untuk menghindari kesimpang siuran dalam mengartikan dan 
memahami penelitian ini. Maka penulis akan mendeskripsikan beberapa pengertian 
yang dianggap penting. 
a. Implementasi merupakan suatu tindakan atau suatu pelaksanaan untuk 
melakukan sesuatu agar bisa  mencapai tujuan tertentu dimana sebelumnya 
sudah tersusun rapih dan terencana untuk dapat mencapai suatu tujuan yang 
dinginkan. 
b. Nafkah Iddah adalah segala sesuatu pemberian suami kepada istri yang telah 
diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, 
makanan maupun tempat tinggal selama masa tunggunya.  
c. Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan yang mengakibatkan berakhirnya 
hubungan suami istri antara keduanya 
d. Putusan Verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim 
kepada tergugat yang tidak hadir atau tidak ada juga kuasanya yang mewakili  




C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti 
oleh penulis sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami yang hendak 
menceraikan istrinya yang tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama 
Makassar? 
2. Apa upaya majelis hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada 
perkara cerai talak dalam putusan verstek  di Pengadilan Agama Makassar? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian bagi calon penulis harus 
mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon 
peneliti benar-benar mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan 
kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu. 
Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Ahmad Syahid Syah dalam skripsinya Pelaksanaan Pembayaran Nafkah 
Iddah dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi 
di Pengadilan Agama Samarinda), 2019 menjelaskan tentang pembayaran 
nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak secara umum dan 




dalam perspektif sadd al-dzari’ah. 5  Sedangkan dalam skripsi ini 
menjelaskan tentang pembayaran nafkah iddah seorang suami yang hendak 
menceraikan istrinya yang tidak hadir dalam persidangan dan upaya majelis 
hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah iddah pada cerai 
talak yang putusannya verstek. 
2. Dr. Ali Yusuf As-Subki. dalam bukunya Fiqh Keluarga menjelaskan 
mengenai hukum berkeluarga dalam Islam, mencari dan memilih jodoh, 
nasihat pernikahan, proses dan pelaksanaan pernikahan; meminang, 
walimah, dan hubungan suami istri, berbagai permasalahan keluarga; 
kewajiban suami istri, talak, iddah, rujuk, pengasuhan anak, waris, ila, dan 
zhihar. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembayaran 
nafkah iddah seorang suami yang hendak menceraikan istrinya yang tidak 
hadir dalam persidangan dan upaya majelis hakim dalam memberikan 
jaminan pembayaran nafkah iddah pada cerai talak yang putusannya 
verstek. 
3. Abdul Rahman Ghozali, M.A., Fiqh Munakahat. Jakarta, 2013 dalam buku 
ini penulis membahas tentang dasar-dasar perkawinan, peminangan, mahar 
dan kafa’ah dalam perkawinan, larangan kawin, perjanjian perkawinan dan 
kawin hamil, persoalan poligami, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban 
suami istri, perwalian, pemeliharaan anak, putusnya perkawinan, akibat 
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putusnya perkawinan dan masalah ruju dan hidad. Sedangkan dalam skripsi 
ini menjelaskan tentang pembayaran nafkah iddah seorang suami yang 
hendak menceraikan istrinya yang tidak hadir dalam persidangan dan upaya 
majelis hakim dalam memberikan jaminan pembayaran nafkah iddah pada 
cerai talak yang putusannya verstek. 
4. Dalam Jurnal Al-Ihkam. Vol. 8. No. 2, Desember 2013. Yang berjudul: 
‘‘Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama 
Pamekasan’’. Jurnal ini mengkaji tentang pelaksanaan putusan nafkah istri 
pasca putusan cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan dan 
penyelesaiannya jika nafkah istri pasca putusan cerai talak 
tidak dilaksanakan oleh suami. Sedangkan dalam skripsi ini menjelaskan 
tentang pembayaran nafkah iddah seorang suami yang hendak menceraikan 
istrinya yang tidak hadir dalam persidangan dan upaya majelis hakim dalam 
memberikan jaminan pembayaran nafkah iddah pada cerai talak yang 
putusannya verstek. 
5. Dalam Jurnal Aoliya. Vol. 10, No. 1, Juni 2016. Yang berjudul ‘‘Pemenuhan 
Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama’’. Jurnal ini menjelaskan 
tentang bagaimana pemenuhan kewajiban mantan suami ketika putusan 
Pengadilan tidak dijalankan secara sukarela dan bagaimana solusi agar 
putusan tersebut bukan hanya sebagai hukum di atas kertas tetapi dapat 
menjamin keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut. Sedangkan 
dalam skripsi ini menjelaskan tentang pembayaran nafkah iddah seorang 




persidangan dan upaya majelis hakim dalam memberikan jaminan 
pembayaran nafkah iddah pada cerai talak yang putusannya verstek. 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan tersebut, penulis dapat 
menyimpulkan bahwasanya tidak ada yang membahas mengenai persoalan 
‘‘Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan 
Verstek Studi di Pengadilan Agama Makassar’’. Penulis tertarik untuk mengetahui 
lebih jauh dan lebih mendalam mengenai hal ini untuk dijadikan sebagai karya tulis 
ilmiah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S.H. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
a. Untuk mengetahui cara pembayaran nafkah iddah bagi suami yang hendak 
menceraikan istrinya yang tidak menghadiri persidangan di Pengadilan 
Agama Makassar. 
b. Untuk mengetahui upaya majelis hakim dalam memberikan jaminan 
pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di 
Pengadilan Agama Makassar. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini : 




Sebagai tambahan wawasan pengetahuan keilmuan dalam khususnya dalam 
bidang Hukum Keluarga Islam mengenai tema implementasi pembayaran nafkah 
iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek. 
b. Manfaat praktis 
a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berupa 
pemahaman atau pembelajaran kepada para suami ketika hendak 
menceraikan istrinya. 
b) Sebagai bahan rujukan dalam memahami pembayaran nafkah iddah dalam 








1. Pengertian Pernikahan 
Nikah (kawin) adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti 
hukum merupakan suatu aqad atau perjanjian yang menjadi halal hubungan suami 
istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.6 
Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat mengakibatkan 
hukum terjadi.7 Untuk membentuk keluarga memerlukan suatu aturan atau norma-
norma yang mengatur terjadinya atau terbentuknya suatu perkawinan. Hal ini untuk 
menghindari dari berbagai akibat yang timbul dalam rangka menyalurkan hasrat 
manusiawi tersebut. 
Allah swt. menciptakan manusia secara berpasang-pasangan sebagai sarana 
untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan kehidupan, yang dimana 
setiap pasangan telah diberikan bekal oleh Allah swt. untuk bisa mencapai tujuan 
dengan sebaik-baiknya.8 
 
6  Zainuddin dan Afwan Zainuddin, Kepastian Hukum Pernikahan Siri dan 
Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ( Cet. 1; Yogyakarta: 
Deepublish, 2017), h. 15. 
7 Rahma Amir, ‘‘Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam’’, Al-
Qadau 6, no. 1, Juni (2019): h. 101. 
8 Massadi, dkk, ‘‘Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan 




Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
Pernikahan merupakan suatu akad yang menyatuhkan antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya 
sebagai suami istri. 
Nikah atau jima sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata ‘‘al-
wath’’, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah suatu akad yang 
membolehkan untuk berhubungan seksual dengan lafazh ‘‘an-nikah’’ atau ‘‘at-
tazwij’’, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan yang mana 
makna hakikatnya adalah menggauli istri dan kata ‘‘munakahat’’ diartikan sebagai 
saling menggauli antara keduanya.9 
Nikah adalah suatu asas yang penting dan utama dalam suatu hubungan 
masyarakat yang sempurna. Dalam membangun kehidupan rumah tangga maupun 
mengatur rumah tangga dan menciptakan keturunan bukan hanya itu jalan dari 
pernikahan, tetapi pernikahan juga sebagai jalan perkenalan antara kaum adam 
dengan kaum hawa. 
 




Ijab ialah suatu perjanjian antara seorang wali dari seorang perempuan 
kepada laki-laki yang akan menikahinya dengan kalimat-kalimat tertentu yang 
sesuai dengan syarat dan rukun syara. 
Qabul adalah suatu peryataan dari laki-laki bahwasanya dia menerima 
pernyataan apa yang telah disampaikan oleh wali dari pihak perempuan yang akan 
dia jadikan sebagai istri. 
Nikah merupakan salah satu sendi pokok dalam pergaulan masayarakat. 
Oleh sebab itu agama memerintahkan kepada ummat manusia untuk 
melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu secara lahir dan batin, 
sehingga terhindar dari perbuatan yang terlarang. Allah swt. berfirman : 





ُ َوَِٰسٌع َعلِيٞم   ۦۗ َوٱَّلله ُ مِن فَۡضلِهِ  ٣٢ُيۡغنِهُِم ٱَّلله
Terjemahnya : 
‘‘Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan 
juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang 
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan 
kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas 
(pemberiannya) maha mengetahui.’’ (QS. An-Nur [24]: 32). 10 
 
Dengan ayat tersebut, sudah jelaslah perkawinan dalam Islam mempunyai 
dasar hukum dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait dengan 
 




perkawinan seperti dalam surah An-Nisa ayat 3, surah An-Nisa ayat 34, surah, An-
Nahl ayat 72, dan surah Ar-Rum ayat 21.11 
2. Hukum Perkawinan 
Hukum perkawinan adalah suatu integral dari syariat Islam yang tidak 
dipisahkan dari akidah dan akhlak. Berdasarkan itu hukum perkawinan mempunyai 
tujuan untuk menjadikan pernikahan yang bertauhid dan berakhlak.12 
Hukum perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam 
Islam, karena hukum perkawinan mengatur tentang bagaimana cara membangun 
kehidupan keluarga yang menjadi inti dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan 
posisi manusia sebagai makhluk yang kehormatannya lebih tinggi dibandingkan 
dengan makhluk lainnya.13 
Hukum pernikahan terkadang bisa menjadi wajib, terkadang bisa juga 
menjadi sunnah, terkadang juga bisa menjadi mubah bahkan terkadang dalam 
kondisi tertentu bisa menjadi makruh dan terkadang juga haram dilakukan. Adapun 
beberapa hukum pernikahan sebagai berikut : 
a. Pernikahan yang hukumnya wajib 
 
11 Muhammad Saleh Ridwan, ‘‘Perkawinan Dibawah Umur (Dini)’’, Jurnal Al-Qadau 2, 
no. 1 (2015): h. 16. 
12 Ahmad Assidik dan A. Qadir Gassing, ‘‘Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 
Terhadap Prenupital Agrement Atau Perjanjian Pra Nikah’’, Qadauna 1, no. 1, Desember (2019): 
h. 2. 




Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 
menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak 
menikah maka hukum bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan atas 
pemikiran hukum Islam bahwa setiap muslim wajib menjaga dirinya dari sesuatu 
yang dilarang oleh agama. 
b. Pernikahan yang hukumnya sunnah 
Bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk 
menikah, tetapi apabila tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka 
hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. 
c. Pernikahan yang hukumnya haram 
Bagi orang yang tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta tanggung 
jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga 
apabila melangsungkan pernikahan akan menelantarkan istrinya, maka hukum 
pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. 
d. Pernikahan yang hukumnya makruh 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan pernikahan 
juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri untuk menikah sehingga tidak 
memungkinkan melakukan perbuatan zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja 
orang tersebut tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, maka hukum 
pernihakan bagi orang tersebut adalah makruh. 




Bagi orang yang sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi 
apabila tidak menikah tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina dan apabila menikah 
tidak menelantarkan istrinya. Pernikahan tersebut hanya didasarkan atas 
kesenangan saja bukan dengan alasan menjaga kehormatannya dan membangun 
keluarga sakinah. Orang tersebut belum mempunyai kemauan yang sangat kuat 
untuk menikah, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah mubah. 
3. Rukun dan Syarat Nikah 
Rukun perkawinan ada lima dan setiap rukun memiliki syarat-syarat yaitu 
sebagai berikut : 
1) Calon Suami atau mempelai laki-laki, dengan syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan persetujuan 
2) Calon Istri, dengan syarat sebagai berikut: 
a. Muslimah 
b. Benar-benar perempuan 
c. Telah mendapat izin dari walinya 




e. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami 
f. Tidak sedang berihram haji atau umrah 
3) Shighat (ijab qabul), dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Lafal ijab dan qabul harus lafal nikah atau tazwij 
b. Lafal ijab qabul bukan kata-kata kinayah (kiasan) 
c. Lafal ijab qabul tidak dita’likkan (dikaitkan) dengan suatu syarat tertentu. 
d. Lafal ijab qabul harus terjadi pada satu majelis. 
4) Wali Nikah mempelai wanita, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Laki-laki 
b. Dewasa/baliqh 
c. Mempunyai hak perwalian 
d. Tidak ada halangan perwalian 
5) Saksi Nikah, dengan syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Minimal dua orang laki-laki 
b. Hadir dalam ijab qabul 
c. Mengerti maksud akad 





4. Tujuan Pernikahan 
Pernikahan bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan 
hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang 
sebelumnya tidak halal. Demikian maksud perkawinan yang dipahami oleh 
kebanyakan orang.14 
Dalam pandangan Islam bukanlah halalnya hubungan kelamin itu saja yang 
menjadi tujuan yang tertinggi. Tetapi juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan 
yang sah dalam melanjutkan generasi. Disamping itu supaya suami istri dapat 
membina kehidupan yang tentram, lahir dan bathin atas dasar saling cinta mencintai 
dalam satu rumah tangga yang bahagia. 
Tujuan pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai tempat 
melampiaskan hawa nafsu tetapi merupakan jenjang untuk mencapai kemaslahatan 
dan kebahagiaan hidup. Allah swt telah membukakan jalan untuk menyalurkan 
hasrat syahwat dalam perkawinan supaya dilaksanakan oleh semua orang, baik oleh 
orang yang taat maupun yang tidak taat. Mereka yang taat akan memetik berbagai 
pelajaran dan hikmah terutama yang berkaitan dengan agama, sedangkan bagi yang 
tidak taat dapat menyalurkan nafsu syahwatnya dengan jalan yang sah. 
Islam sangat memuliakan pernikahan. Selain menikah itu diperintahkan 
oleh Allah swt. dalam beberapa firman-Nya dan juga oleh Rasululullah saw. yang 
 
14 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan 




melalui sabdanya, pernikahan memiliki tujuan yang penting. Dengan adanya tujuan 
yang penting, maka pernikahan menjadi keharusan bagi setiap muslim. 
Adapun tujuan pernikahan dalam Islam sebagai berikut:15 
a. Membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tujuan utama 
dari pernikahan yaitu untuk membangun kehidupan rumah tangga yang 
sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam 
surah Ar-Rum ayat 21. Maka Islam sangat menganjurkan ummatnya untuk 
menikah, dikarenakan Islam menginginkan umatnya hidup dalam 
kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Kehidupan yang sakinah 
mawadda wa rahmah hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah menikah. 
b. Sunnah rasul. Tujuan pernikahan yang kedua yaitu mengikuti jejak 
Rasulullah saw. Beliau adalah orang yang paling mulia dan nomor satu di 
dunia. Meski begitu beliau tetap menikah. Jadi tidak ada alasan bagi 
ummatnya untuk tidak menikah. 
c. Menjaga diri dari perbuatan zina. Pernikahan adalah jalan untuk 
menghindari zina. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah bagi yang 
sudah mampu. Tujuannya agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat dan 
dosa besar yaitu zina. Rasulullah saw. bersabda, ‘‘Wahai para pemuda 
barang siapa dari kamu telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, 
hendaknya segera menikah, karena dengan pernikahan engkau lebih 
 





mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluanmu…’’ (HR. 
Bukhari dan Muslim). 
d. Memperkuat ibadah. Islam menganjurkan umatnya menikah karena ingin 
umatnya lebih tekun dalam beribadah. Sebab salah satu fungsi dari 
pernikahan adalah untuk memperkuat ibadah. 
e. Memperoleh keturunan. Tujuan pernikahan yang satu ini juga menjadi 
tujuan utama dari pernikahan. Islam memerintahkan menikah agar kita 
dapat beranak pinak. Anak cucu kita itulah yang diharapkan akan mampu 
memperkuat agama Islam. Oleh karena itu orang tua diwajibkan mendidik 
dan mengajari anaknya tentang ilmu agama. 
f. Menikah sebagai investasi akhirat. Tidak kalah pentingnya dari lima tujuan 
utama pernikahan diatas. Dengan menikah berarti kita telah investasi untuk 
kehidupan pada masa yang akan mendatang (akhirat). Adapun investasi kita 
itu adalah  dalam bentuk anak dan ilmu. Kita mempunyai anak kemudian 
diajarkan ilmu agama. Kelak, saat kita meninggal maka anak-anak kita akan 
mendoakan kita, sehingga kita akan hidup bahagia di akhirat. Ingat amal 
yang tidak pernah putus adalah doa anak shalih. 
g. Bentuk dari fitrah manusia. Manusia dilahirkan dengan fitrah salah satu 
fitrah manusia adalah berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. 
Maka tujuan dari penciptaan yang berpasang-pasangan itu tidak lain supaya 





h. Membuka pintu rezeki. Kita sering mendengar bahwa salah satu manfaat 
atau keajaiban setelah menikah adalah dapat membuka pintu rezeki. 
Menikah merupakan jalan menuju rezeki Allah swt. yang lebih luas. Dengan 
menikah tuhan akan memberikan rezeki yang melimpah sehingga kita tidak 
perlu takut dan khawatir akan kemiskinan. 
i. Terhindar dari fitnah. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam yang lain 
adalah untuk menghidarkan diri dari perbuatan zina, bercampur baur antara 
laki-laki dan perempuan, berpacaran dan lain-lainnya. 
j. Penyalur hasrat biologis. Orang menikah memang mempunyai tujuan utama 
yaitu untuk menyalurkan hasrat biologisnya pada jalan yang dihalalkan 
baginya menurut syariat. 
B. Talak 
1. Pengertian Talak 
Secara harfiyah talak adalah lepas dan bebas sedangkan secara terminologi 
talak ialah melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan 
sejenisnya.16 Talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan 
istri yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan atau perceraian. 17 
Dengan jatuhnya ikrar talak suami kepada istri tersebut menyebabkan terjadinya 
perceraian antara keduanya. Melepaskan pernikahan artinya memutuskan ikatan 
 
16 Amir Syarifuddin,  Garis-Garis Besar Fiqh (Cet. 1; Kencana, 2003), 125-126. 




pernikahan yang dulunya diikat oleh ijab qabul, sehingga status suami istri antara 
keduanya berakhir, termasuk hilangnya hak dan kewajiban suami istri. 
Lafal talak yang berarti cerai perkawinan sudah digunakan secara populer 
dalam masyarakat Arab sebelum Islam dan menjatuhkan talak kepada istri sudah 
berlangsung lama diberbagai negara sebelum Islam datang. Juga telah tercantum 
dalam berbagai agama dan undang-undang. Dikala agama Islam datang kata talak 
yang artinya sudah populer itu dipergunakan juga oleh Islam, tersebut dalam Al-
Qur’an dan hadis, tetapi ada perbedaan dalam pelaksanaanya dibanding zaman 
sebelum Islam.18 
Dengan jatuhnya ikrar talak suami kepada istri tersebut menyebabkan 
terjadinya perceraian antara keduanya. Melepaskan pernikahan artinya 
memutuskan ikatan pernikahan yang dulunya diikat oleh ijab qabul, sehingga status 
suami istri antara keduanya berakhir, termasuk hilangnya hak dan kewajiban suami 
istri. 
Pada suatu sisi perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi 
lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun 
demikian terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci 
perkawinan gagal terwujud. Namun demikian perceraian dapat diminta oleh salah 
satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasikan realitas-realitas 
tentang perkawinan gagal. Meskipun demikan, perceraian merupakan suatu hal 
 
18 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan 




yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehannya jelas dan hanya boleh dilakukan 
ketidak adanya jalan lain yang dapat ditempuh oleh dari kedua belah pihak.19 
Talak merupakan suatu metode perceraian yang paling sederhana dan secara 
hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena ada alasan-alasan tertentu. 
Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara 
hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan perkataan yang sederhana: 
Saya menceraikan kamu. Sebaliknya istri juga bisa mengakhiri perkawinan dengan 
suaminya melalui khuluk dengan kerelaan suami atau dengan fasakh melalui 
putusan pengadilan. 
Dalam hukum Islam menetapkan hak talak kepada suami, sebab suami yang 
mempunyai kendali untuk menjatuhkan talak. Suami dipandang mampu untuk 
memelihara kehidupan rumah tangga bersama. Namun sekalipun suami diberi hak 
untuk menjatuhkan talak ajaran Islam tidak membenarkan suami menggunakan 
haknya secara sewenang-wenang, apalagi hanya mengikuti hawa nafsunya. Suami 
mempunyai kewajiban untuk membayar mahar dan memberikan nafkah kepada istri 
dan anak-anaknya. Demikian suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada 
istrinya yang telah dia ceraikan selama masa iddahnya. Hal tersebut sudah menjadi 
mutlak bagi seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan sesuka 
hatinya telah menceraikan istrinya. 
 
19 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia ( Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 




Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 
Pada umumnya istri lebih tamak terhadap harta dibandingkan suami. Apabila istri 
yang mempunyai hak untuk menjatuhkan talak maka istri akan senang berganti 
suami untuk mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik daripada suami 
sebelumnya. 
Suami mempunyai hak menjatuhkan talak kepada istrinya, sedangkan istri 
tidak mempunyai hak mentalak suaminya, itu mempunyai hikmah yang sangat 
besar dalam suatu hubungan suami istri. Menjatuhkan talak merupakan hak seorang 
suami, tapi masih banyak istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami lewat 
Pengadilan Agama. Apabila hak menjatuhkan talak berada pada istri maka 
perceraian akan lebih mudah dan akan terjadi dimana-mana kasus perceraian. 
Walaupun suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak, istri tidak perlu 
khawatir terhadap suaminya untuk mentalaknya. Istri boleh meminta talak kepada 
suaminya dengan cara mengembalikan mahar kepada suami, kemudian atas dasar 
itu suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebagaimana dalam hukum Islam ini 
disebut dengan istilah khulu (talak tebus) seorang istri kepada suami agar suami 
menjatuhkan talak kepada istrinya. 
Apabila suami hendak menjatuhkan talak kepada istrinya hanya boleh 
dilakukan didepan persidangan di Pengadilan Agama. Begitupun sebaliknya 
apabila istri ingin menggugat cerai suaminya hanya dapat dilakukan didepan 
persidangan Pengadilan Agama disertai dengan alasan-alasan, bukti-bukti kenapa 




Talak tidak diperintahkan oleh Allah swt. secara mutlak. Akan tetapi Asy-
Syari menetapkannya dengan banyak alasan. Membuat waktu jeda untuk percobaan 
dan ujian terhadap suami istri dari dampak dari talak. Pada pumalanya talak hanya 
berbentuk Raj’i yaitu suami boleh kembali lagi kepada istrinya selama masa iddah 
jika kesalahannya dapat diterima oleh istri secara sukarela. 
Adapun aturan kembali lagi menjadi suami istri menjadi berbeda menurut 
aturan Islam yakni untuk mendorong istri memulai kembali hubungan kekeluargaan 
antara suami istri. Oleh karena itu, sah atas setiap sesuatu yang menunjukkan 
padanya dengan perbuatan atau perkataan tanpa membutuhkan kerelaan istri atau 
dengan melaksanakan akad baru. Hal ini disebabkan perempuan yang ditalak raj’i 
tidak hilang status hukum sebagai seorang istri yang diceraikan, maka ia mewarisi 
dan suami mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dan istri dalam masa iddah, 
maka suami memberikan nafkah kepada istrinya.20 
Didalam Islam telah menetapkan batasan dan sejumlah syarat untuk talak, 
yaitu sebagai berikut : 
a) Dari segi individu, ia harus seorang yang baliq, berakal, taat, dan terpilih. Maka 
talak tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, dan orang 
yang mabuk. 
b) Dari segi ucapan, para ulama ahli fiqh menyatakan bahwa talak tidak terjadi 
kecuali dengan menggunaka kata-kata yang jelas. 
 
20 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam (Cet. II; Jakarta: 




c) Adapun dari segi tujuan, talak haruslah diucapkan oleh suami yang berniat 
mentalak istrinya dan apabila tidak diucapkan dengan talak maka talaknya 
tidak sah. Bagi orang yang mengucapkan talak dengan keadaan terpaksa maka 
talaknya tidak terjadi karena tidak sesuai dengan kehendaknya. 
d) Adapun dari segi jumlah talak terdiri dari tiga kali secara terpisah. Berdasarkan 
firman Allah swt. 




أ لَُكۡم  ََيِلُّ  َوََل   ٖۗ بِإِۡحَسَٰن  تَۡۡسِيُحُۢ  ۡو 
َ
أ بَِمۡعُروٍف  ۡمَساُكُۢ 
ِ َءاتَيۡتُُموُهنه ََشۡ  َله يُقِيَما ُحُدوَد ٱَّلله
َ




ٓ أ ٔ ٔ ا إَِله
فَََل َتۡعتَُدوَهاۚۡ َوَمن َيتََعده ُحُدوَد فَََل ُجنَاَح َعلَۡيهَِما فِيمَ   ِ َك ُحُدوُد ٱَّلله
ۦۗ تِلۡ ا ٱۡفتََدۡت بِهِ
لُِموَن   َٰ َٰٓئَِك ُهُم ٱلظه ْولَ
ُ
ِ فَأ  ٢٢٩ٱَّلله
Terjemahnya : 
‘‘Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan 
dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu 
mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, 
kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan 
hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus 
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, 
maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-
hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.’’(QS. Al-Baqarah [2]: 229). 
 
e) Dari segi kesaksian dalam talak. Berdasarkan firman Allah swt. 
َعۡدل   ذََوۡي  ۡشهُِدواْ 
َ
َوأ بَِمۡعُروف   فَارِقُوُهنه  ۡو 
َ




أ بَلَۡغَن  فَإِذَا 
َٰلُِكۡم يُوَعُظ بِهِۦ َمن ََكنَ  ِۚۡ َذ َهََٰدةَ َّلِله قِيُمواْ ٱلشه
َ
ِنُكۡم َوأ ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوَمن مل  يُۡؤِمُن بِٱَّلله
ُۥ ََمۡرَٗجا   َ ََيَۡعل َّله  ٢َيتهِق ٱَّلله
Terjemahnya: 
‘‘Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka 




dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu 
tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan 
itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa 
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan 
keluar.’’ (QS. At-Talaq [65]: 2). 
 
2. Hukum Talak 
Hidup dalam hubungan pernikahan merupakan sunnah. Itulah yang 
dikehendaki oleh Islam, sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan 
menyalahi kehendak Allah menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, dan rahmah. 
Apabila kita memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan 
dengan talak semuanya dihadapkan kepada suami (laki-laki) karena ditangan 
merekalah diletakkan wewenang untuk menjatuhkan talak. 
Penggunaan wewenang untuk menjatuhkan talak itu tergantung pada 
keadaan dan masalah yang dihadapi suami terhadap istrinya. Dengan demikian pada 
dasarnya talak adalah sesuatu yang tidak disenangi yang biasa disebut makruh. 
Karena keadaan dan masalah dalam rumah tangga ada bermacam-macam, maka 
hukum talak juga bermacam-macam sebagai berikut:21 
 
21 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan 





a) Talak sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat lagi 
dilanjutkan dan seandainya hubungan itu dipertahankan kemudaratannya 
akan lebih banyak. 
b) Talak wajib, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap 
seseorang yang sudah bersumpah tidak akan menggauli istrinya sampai 
masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar kaffarah agar ia bisa 
lagi menggauli istrinya.. 
c) Talak mubah yaitu perceraian yang boleh saja dilakukan bila memang perlu 
dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan terjadinya perceraian dan 
mempunyai manfaat. 
d) Talak haram yaitu talak yang dilakukan tanpa alasan sedangkan istrinya 
dalam keadaan haid atau suci yang dalam waktu itu ia telah digauli. 
3. Hikmah Adanya Talak 
Talak merupakan salah satu perbuatan yang dibenci, namun sebagai jalan 
terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara suami istri, maka diperbolehkan 
untuk dilakukan. Adapun hikmah diperbolehkannya talak itu sebagai dinamika 
kehidupan rumah tangga yang tidak selalu berjalan sesuai tujuan dari pembentukan 
rumah tangga. Dalam keadaan begitu akan menimbulkan kemudaratan antara suami 




jauh, lebih baik perceraian terjadi. Dengan demikian talak dalam syariat Islam 
untuk suatu tujuan maslahat.22 
4. Waktu Menjatuhkan Talak 
Para ahli hukum Islam telah memberikan perincian waktu di mana dapat 
dijatuhkannya talak itu dan apabila pula waktunya tidak boleh dijatuhkan talak. 
Adapun waktu menjatuhkan talak diatur sebagai berikut:23 
a. Tidak boleh seorang suami mentalak istrinya diwaktu perempuan tersebut 
sedang haid 
b. Tidak boleh mentalak istri yang sedang suci dari haidnya dan sudah 
dicampuri sesudah suci. 
c. Kalau terpaksa menjatuhkan talak, waktunya diatur ialah sesudah 
perempuan itu suci dan belum dicampuri 
d. Begitupun banyak pendapat dalam kalangan Islam bahwa boleh mentalak 





22 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 127-128. 





5. Macam-Macam Talak 
Mengenai macam-macam talak dapat dilihat dari dua segi pengucapannya 
dan dari segi diperbolehkannya untuk rujuk kembali kepada istri. 24Cerai talak 
diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan pernikahan yang 
sesuai dengan agama Islam yang akan menceraikan istrinya dan istri pun dapat 
memanfaatkan apabila suami melanggar perjanjian taklik talak.25 
Ditinjau dari segi pengucapannya, talak dapat dibagi menjadi dua yaitu talak 
sharih dan talak kinayah. 
1) Talak Sharih 
Talak Sharih merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya 
dengan menggunakan ucapan yang jelas. Seorang suami yang dengan sengaja 
mengucapkan talak kepada istrinya walaupun hatinya tidak berniat menjatuhkan 
talak kepada istrinya, maka talak tersebut sah. 
Adapun talak Sharih dapat terjadi dengan ucapan yaitu : 
a) Talak artinya menceraikan 
b) Farak (firaq) artinya memisahkan diri 
c) Sarah artinya lepas 
 
24 Moh. Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2014), h. 
454-457. 





2) Talak Kinayah 
Talak kinayah merupakan talak yang menggunakan kalimat atau ucapan 
yang jelas maksudnya. Talak kinayah memerlukan adanya niat, artinya jika ucapan 
talak itu tidak disertai dengan niat, maka talak tidak sah. Akan tetapi jika disertai 
dengan niat talak, maka sah talaknya. 
Talak Kinayah dapat terjadi dengan ucapan-ucapan antara lain : 
a) Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu 
b) Kawinlah engkau dengan orang lain 
c) Saya sudah tidak hajat lagi kepadamu 
Apabila kata-kata tersebut diucapkan oleh suami disertai dengan niat, maka 
talak yang dijatuhkan sah. 
Sedangkan ditinjau dari diperbolehkannya rujuk kepada istri, talak dibagi 
menjadi dua talak yaitu talak raj’i dan talak ba’in. 
1) Talak Raj’i 
Talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan oleh sorang suami kepada istrinya, 
suami boleh rujuk kembali kepada mantan istrinya tanpa perlu melakukan akad 
kembali, asal istrinya masih dalam masa iddahnya seperti talak satu dan dua. 




Talak Ba’in adalah talak yang mengakibatkan suami yang telah 
menjatuhkan talak kepada istrinya tidak boleh lagi rujuk kepada bekas istrinya, 
melainkan harus dengan akad baru. 
Talak Ba’in terbagi menjadi dua:26 
a) Ba’in sugra (kecil) seperti talak satu atau dua kali yang dijatuhkan oleh suami 
kepada istrinya setelah habis masa iddahnya. Talak ini masih membolehkan 
suami untuk rujuk dengan bekas istrinya dengan syarat ada akad nikah, mahar, 
wali, saksi dan kesepakatan dari kedua belah pihak. 
b) Ba’in kubra (besar) yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya 
yang ketiga kalinya. Apabila suami menjatuhkan talak ba’in kubra, maka ia 
tidak dapat lagi rujuk kepada bekas istrinya. Untuk bisa rujuk kembali sang 
istri harus terlebih dulu menikah dengan orang lain, kemudian bercerai dengan 
suaminya dan telah berakhir masa iddahnya dari suami keduanya. Pernikahan 
itu tidak boleh dilakukan dengan niat agar bisa kembali lagi kepada bekas 
suami pertamanya. 
Pada talak ba’in kubra (besar), bekas suami boleh menikah kembali kepada 
bekas isrinya setelah bekas istrinya menikah dengan orang lain dan sudah bercerai 
serta telah habis masa iddahnya dari perceraiannya dari suami keduannya. 
 
 





6. Rukun dan Syarat Talak 
1) Rukun Talak 
Adapun rukun talak antara lain : 
a) Orang yang menjatuhkan talak 
b) Adanya lafazh talak 
c) Adanya kesengajaan menjatuhkan talak 
d) Adanya wanita yang dihalalkan 
e) Menguasai istri 
2) Syarat Talak 
Syarat talak ada dua jenis yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak pertama 
(suami) dan syarat yang berkaitan dengan pihak kedua (istri). Pihak pertama adalah 
pihak yang menjatuhkan talak sedangkan pihak kedua adalah pihak yang dijatuhkan 
talak. Syarat-syarat yang harus terpenuhi agar talak yang dijatuhkan oleh suami 
dianggap sah antara lain:27 
1. Syarat bagi suami untuk bisa menjatuhkan talak kepada istrinya sebagai 
berikut: 
a) Berkedudukan sebagai suami dari perempuan yang akan diceraikan. Inilah 
syarat pertama yang wajib terpenuhi dalam talak, sebab talak yang dijatuhkan 
 




seorang suami kepada bukan istrinya tidak sah dan tidak ada artinya secara 
hukum. 
b) Baliqh. Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh pihak pertama adalah baliqh. 
Talak yang dijatuhkan oleh orang belum baliqh tidak sah dan tidak ada 
maknanya secara hukum 
c) Berakal sehat. Selain baliqh syarat lain yang harus dipenuhi oleh pihak pertama 
adalah berakal sehat. Talak yang dijatuhkan oleh pihak pertama dalam kondisi 
tidak berakal sehat, maka tidak sah talaknya. 
d) Pihak pertama (suami) tidak dungu, bingung, pitam ataupun sedang tidur. 
e) Niat yang ikhlas tanpa adanya paksaan. Talak yang dijatuhkan oleh pihak 
pertama harus dalam keadaan ikhlas tanpa adanya paksaan dari siapapun. 
Apabila talak yang dijatuhkan itu secara paksa, maka talaknya dianggap tidak 
sah. 
2. Syarat pada pihak kedua (istri). Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan 
pihak kedua (istri) yaitu: 
a) Berkedudukan sebagai istri dari suami yang akan menceraikannya. Syarat ini 
menunjukkan bahwa talak hanya bisa dijatuhkan kepada istri yang masih dalam 
status pernikahan yang sah. 
b) Pihak pertama (suami) menunjuk istri yang akan ditalaknya. Syarat ini berlaku 





7. Tata Cara Perceraian 
Perceraian dalam ikatan perkawinan merupakan sesuatu yang dibolehkan 
dalam ajaran Islam, terutama apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk 
mewujudkan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan, namun tujuan perkawinan 
tidak akan terwujud sehingga yang terjadi adalah perceraian. 
Pada saat proses perceraian sebelum adanya undang-undang perkawinan 
prosedur perceraian berlangsung sangat mudah, tanpa diperlukan alasan-alasan 
yang menyebabkan ingin bercerai. Posisi istri sangat lemah, disebabkan sewaktu-
waktu dapat diceraikan oleh suaminya tanpa adanya biaya hidup setelah 
perceraian.28 
Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk 
menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujui, disebut cerai talak. 
Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. 
Adapun proses perceraian sebagai berikut:29 
1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud 
pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil 
pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan mengenai segala sesuatu 
yang berhubungan dengan maksud ingin bercerai. 
 
28 Hartini Tahir, ‘‘Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia’’, Jurnal Al-Qadau 1, 
no. 2 (2014): h. 89. 
29 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang 




2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan 
cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak 
mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan Agama 
menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan 
talak. 
3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan 
talaknya didepan persidangan Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri. 
4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan sejak 
putusan Pengadilan Agama tentang izin talak baginya mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan 
ikatan perkawinan tetap utuh. 
5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat 
penetapan tentang terjadinya talak yang merupakan bukti perceraian antara 
suami dan istri. 
C. Nafkah Iddah 
1. Pengertian Nafkah 
Nafkah adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang untuk 
keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.30 Nafkah terbagi menjadi 
dua yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain yang disebabkan 
 
30 Yazid bin Abdul Qadir Jawas,  Panduan Keluarga Sakinah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-




karena adanya hubungan pernikahan, hubungan kekarabatan dan hubungan 
kepemilikan.31  Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia nafkah adalah 
belanja untuk hidup (uang) pendapatan.32 
Nafkah merupakan semua yang menjadi keperluan dan kebutuhan dalam 
kehidupan seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.33 
Nafkah adalah kewajiban seorang suami kepada istrinya. Suami 
berkewajiban memberikan hak-hak istri dikarenakan ada ikatan perkawinan yang 
sah diantara keduanya sehingga menyebabkan istri berhak mendapatkan nafkah dari 
suaminya. Dikarenakan istri telah terikat oleh suaminya yang mengakibatkan tidak 
bisa mencari nafkah untuk keperluan sendiri.34 
Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya terdapat dalam Al-
Qur’an surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut. 
ُ بَۡعَضُهۡم  َل ٱَّلله ُموَن لََعَ ٱلنلَِسآِء بَِما فَضه ۡمَوَٰلِهِۡمۚۡ ٱلرلَِجاُل قَوهَٰ
َ
أ مِۡن  نَفُقواْ 
َ
أ َوبَِمآ  َٰ َبۡعض   لََعَ
َِِٰت ََتَافُوَن نُُشوزَُهنه فَعُِظوُهنه  ۚۡ َوٱله ُ َٰنَِتٌَٰت َحَٰفَِظَٰٞت للِلَۡغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱَّلله لَِحَُٰت َق َٰ فَٱلصه
َتۡبغُ  َطۡعنَُكۡم فَََل 
َ
أ فَإِۡن   ِۖ َ َوٱۡهُجُروُهنه ِِف ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡۡضِبُوُهنه إِنه ٱَّلله  ۗ
َعلَۡيهِنه َسبِيَل  واْ 
ا َكبرِٗيا    ٣٤ََكَن َعلِيلٗ
 
 
31 Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-
Qur’an dan Hadits, penerjemah Muhammad Afifi, dkk (Jakarta: Al-Mahira, 2010), h. 41. 
32 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 679. 
33 Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001), h. 383. 
34 Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, Uqudulijaian (Semarang: Pustaka Alawiyah, 





‘‘Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka laki-laki  atas sebagian yang lain (perempuan), 
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka 
perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah 
dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga 
mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah 
kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur 
(pisah ranjang) dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka 
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk 
menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar.’’ (QS. An-Nisa 
[4]: 34). 
Dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengharuskan bagi seorang suami 
memberikan nafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah 
antara keduanya, istri menjadi tanggungan suaminya. Istri berkewajiban untuk taat 
kepada suami, tinggal dirumah yang telah disediakan suami, mengatur rumah 
tangga, memelihara anak-anaknya, dan mendidiknya. Sedangkan suami 
berkewajiban untuk memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan istri selama 
diantara keduanya masih ada ikatan suami istri, dan istri tidak nusyuz. 
2. Pengertian Iddah 
Al-Iddah berasal dari kata al-adad dan al-ihsha (bilangan), maksudnya 
bilangan hari yang dihitung oleh istri. Sedangkan secara istilah iddah ialah masa 
seorang wanita menunggu untuk dibolehkan untuk menikah lagi setelah kematian 
suaminya ataupun dicerai baik dengan lahirnya anak, dengan quru, atau dengan 
bilangan beberapa bulan.35 
 
35 Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, Panduan Keluarga Sakinah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-




Pengertian kata iddah dikutip dari kamus al-Munawwir yang berasal dari 
kata  عد diartikan sebagai menghitung atau hitungan.36 Sedangkan dalam kamus 
besar bahasa Indonesia kata iddah diartikan sebagai masa tunggu (belum boleh 
menikah) bagi perempuan yang telah berpisah dengan suaminya baik karena talak 
maupun cerai mati.37 
Iddah merupakan masa tunggu seorang perempuan yang harus dilalui oleh 
perempuan yang telah bercerai dengan suaminya supaya bisa menikah lagi untuk 
bisa mengetahui apakah dia sedang hamil atau tidak. Perempuan yang telah bercerai 
dengan suaminya baik karena cerai hidup maupun cerai mati, hamil atau tidak 
hamil, maka tetap wajib melaksanakan iddah. Adapun hikmah dari iddah ialah agar 
bisa mengetahui kondisi perempuan sedang atau tidak mengandung anak dari 
mantan suaminya. Para jumhur ulama mendefinisikan iddah sebagai waktu untuk 
menunggu kesucian bagi seorang istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya baik 
karena cerai hidup maupun mati, sebelum masa iddah berakhir dilarang untuk 
dinikahkan.38 
Pada saat masa iddah seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk 
menikah dengan laki-laki lain sebelum masa iddahnya itu berakhir. Adapun yang 
menjadi unsur-unsur iddah yaitu:39 
 
36 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 303. 
37 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
38 Amir Nuruddin, Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada 
Media, 2004), h. 240. 
39  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, penerjemah Abdurrahim, dkk (Jakarta: Cakrawala 




1. Adanya jangka waktu tertentu 
2. Istri wajib menjalani masa iddah kecuali qabla dukhul 
3. Suaminya meninggal atau diceraikan oleh suaminya 
4. Perkawinan diharamkan baginya sebelum masa iddahnya berakhir. 
Lamanya masa iddah bagi perempuan sebagai berikut:40 
1. Kalau belum pernah terjadi persetubuhan, maka masa iddahnya tidak ada 
2. Kalau karena kematian selama 130 hari (selama dalam masa iddah tidak 
mendapat nafkah lagi, karena berhak mendapatkan warisan) 
3. Kalau terjadi karena perceraian kemudian hamil, maka masa iddahnya 
sampai melahirkan 
4. Kalau terjadi karena perceraian tidak sedang hamil, maka masa iddahnya 3 
kali quru 
Tentang iddah (masa tunggu) bagi seorang istri yang ditinggal oleh 
suaminya sebagai berikut: 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian (waktu tunggu ditetapkan 130 
(seratus tiga puluh) hari. 41 
 
40 Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya (Cet. 1; 
Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 30. 
41 Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), (Cet. 




b. Apabila perkawinan terputus karena talak, masa iddahnya adalah 3 kali quru 
artinya tiga kali suci bagi seorang perempuan yang dimana masa suci itu 
diantarai oleh masa tidak suci dengan ukuran waktu yang biasa. 
c. Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan sedang 
hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. 
d. Perkawinan putus dikarenakan talak sedangkan janda itu belum pernah 
melakukan hubungan kelamin dengan suaminya, maka tidak ada masa iddah 
baginya. 
Perkawinan yang putus karena perceraian  jangka waktu iddahnya dihitung 
mulai sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, maka jangka waktu 
iddahnya dimulai sejak kematian suaminya. 
Adapun tujuan dan manfaat adanya masa iddah yaitu:42 
1. Untuk memberikan waktu kepada suami istri untuk bisa berfikir secara 
jernih dalam menghadapi masalah rumah tangganya yang mengakibatkan 
putusnya perkawinan. 
2. Perceraian terjadi karena suami meninggal, maka masa iddah diadakan 
sebagai rasa berkabung atas meninggalnya suami. 
 
42 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 




3. Agar bisa mengetahui apakah pada saat masa iddah tersebut istri sedang 
hamil atau tidak sedang hamil. 
Iddah menurut hukum Islam merupakan waktu tunggu yang telah ditetapkan 
oleh syara kepada perempuan yang telah ditinggal oleh suaminya untuk tidak 
menikah dengan laki-laki lain selama masa iddahnya berakhir, sebagai akibat telah 
ditinggal cerai hidup atau cerai mati yang bertujuan untuk membersihkan diri 
sebagai akibat dari hubungan seksual dengan suaminya.43 Dalam firman Allah Q.S. 
Al-Baqarah/2: 228 disebutkan; 
ِۚ َوََل ََيِلُّ لَهُ  ثََلَٰثََة قُُروٓء  نُفِسهِنه 
َ





َٰلَِك إِۡن أ ِهِنه ِِف َذ َحقُّ بَِردل
َ
ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِِۚ َوبُُعوََلُُهنه أ رَۡحامِهِنه إِن ُكنه يُۡؤِمنه بِٱَّلله
َ
َراُدٓواْ أ
ِي َعلَۡيهِنه بِٱلَۡمۡعُروِفِۚ َولِلرلَِجالِ 




‘‘Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) 
tiga kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka 
dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para 
perempuan) mempunyai hak-hak seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka. 
Allah maha perkasa, maha bijaksana.’’ (QS. Al-Baqarah [2]: 228). 
 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah iddah merupakan suatu 
kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai akibat 
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telah menceraikannya. Selama masa menunggu bagi istri, suami akan memberikan 
berupa kebutuhan seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. 
D. Verstek 
1. Pengertian Verstek 
Verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan sebagai akibat dari 
ketidak hadiran tergugat atau termohon selama pemeriksaan perkara. 44  Verstek 
hanya dapat dikatakan jika dari pihak tergugat kesemuanya tidak hadir dalam 
persidangan yang pertama, dan jika perkara diundurkan sesuai  dalam pasal 126 
HIR juga pihak-pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.45 
Apabila tergugat atau para tergugat hadir dalam sidang pertama dan tidak 
hadir pada sidang-sidang berikutnya atau ketika tergugat atau para tergugat pada 
sidang pertama tidak hadir namun majelis hakim mengeluarkan putusan untuk 
mengundurkan sidang yang berdasarkan pasal 126 HIR dan apabila pada sidang 
yang kedua tergugat atau para tergugat hadir pada sidang pertama kemudian pada 
sidang selanjutnya tidak hadir, maka perkara akan diperiksa sesuai acara biasa dan 
akan dijatuhkan putusan secara contradictoir dengan adanya perlawanan meskipun 
sesungguhnya tidak dijatuhkan sesuatu perlawanan. 
 
44 Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 209. 
45 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen 




Tergugat yang telah dipanggil secara patut ia atau kuasa hukumnya tidak 
datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek, yaitu penggugat 
dianggap menang dan tergugat dianggap kalah.46 
Apabila dalam proses pemeriksaan hadir seorang atau lebih tergugat dalam 
persidangan pemeriksaan perkara yang bersangkutan terhadap tergugat atau 
beberapa tergugat yang tidak pernah hadir itu tidak boleh dijatuhkan putusan 
verstek, melainkan harus putusan contradictoir. Pada bagian terakhir dari surat 
putusan disebutkan siapa yang tidak hadir dalam persidangan. 
Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 
berikut: 
1) Tergugat dan para tergugat tidak hadir dalam persidangan padahal telah 
dipanggil secara patut 
2) Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula 
mengirimkan wakilnya atau kuasa hukumnya 
3) Petitum gugatan tidak melawan hak 
4) Petitum gugatan cukup beralasan. 
2. Cara Pemberitahuan Putusan Verstek 
Putusan yang verstek harus disampaikan kepada tergugat yang dikalahkan 
dan kepada yang diterangkan, bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan 
 
46 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 




terhadap putusan verstek tersebut kepada pengadilan yang sama, dengan tenggang 
waktu dan cara yang sudah ditentukan dalam pasal 129 HIR. Di dalam surat 
pemberitahuan putusan verstek ditulis siapa yang diperintahkan untuk 
menyampaikan pemberitahuan tersebut secara lisan atau tertulis. 
Sama halnya dengan berita acara pemanggilan pihak-pihak yang berperkara 
untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan, juru sita juga bertugas untuk 
membuat surat pemberitahuan putusan verstek yang mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna. Oleh sebab itu dalam surat pemberitahuan putusan 
verstek harus benar-benar menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, supaya 
pihak yang dikalah mengetahui dan apabila menghendaki untuk melakukan 
perlawanan terhadap putusan tersebut dapat dilakukan dengan jangka waktu dan 














A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan menggunakan 
beberapa metode seperti observasi lapangan, dan wawancara yang terkait dengan 
penelitian ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Pengadilan Agama Makassar merupakan lokasi yang dipilih oleh peneliti 
untuk melakukan penelitian. Pengadilan Agama Makassar berlokasi di Jl. Perintis 
Kemerdekaan No.14 Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi 
Selatan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yaitu 
sebagai berikut : 
1. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. 
2. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan ajaran Islam 




C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalan penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti langsung dari 
sumber pertama dan utama dengan cara terjun langsung di lapangan untuk 
melakukan wawancara dan observasi pada informan atau orang yang menjadi 
sumber data penelitian ini untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Adapun 
yang menjadi informan dalam wawancara yang dilakukan secara langsung yaitu 
hakim di Pengadilan Agama Makassar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari dokumen-dukumen, 
buku-buku, jurnal, hasil penelitian serta bahan yang berkaitan dengan pembahasan 
dalam penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data 
adalah: 
1. Kajian Kepustakaan 
Yaitu menghimpun data dengan cara membaca literatur dan hasil penelitian 




2. Penelitian Lapangan 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan secara langsung 
pada lokasi penelitian dengan cara: 
a. Observasi (pengamatan) 
Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik yang dilakukan dalam 
mengumpulkan data dengan cara kunjungan langsung ke loaksi penelitian untuk 
melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung agar 
mendapatkan data yang objektif. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data yang 
dilakukan untuk melakukan wawancara dengan cara memberi pertanyaan langsung 
kepada informan atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. 
Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara secara langsung kepada 
hakim Pengadilan Agama Makassar yang berkaitan dengan upaya majelis hakim 
dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan 
verstek. 
E. Instrument Penelitian 
Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam 
melakukan penelitian dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan metode yang 
digunakan dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. 




1. Pedoman wawancara adalah peneliti membuat daftar pertanyaan-
pertanyaan sebagai dasar yang dijadikan untuk memperoleh informasi dari 
narasumber, agar memudahkan peneliti dalam mewawancarai dan 
mendapatkan data mengenai upaya majelis hakim dalam menjamin 
pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek. 
Dalam melakukan kegiatan wawancara ada hal yang harus diperhatikan 
yaitu meminta jawaban dari informan melalui pertanyaan-pertanyaan yang 
diberikan oleh peneliti. 
2. Handpone berfungsi untuk mendukung dan membantu kelancaran dalam 
proses penelitian. Seperti kamera dapat digunakan untuk mengambil 
gambar yang akan dijadikan sebagai dokumentasi yang terkait dengan 
kegiatan penelitian. Fitur perekam suara dapat digunakan untuk merekam 
proses wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 
Pengelolaan data adalah teknik yang dilakukan setelah data yang didapatkan 
di lapangan pada penelitian kualitatif. Data yang disajikan ada dua yaitu data 
lapangan dan data jadi. Data lapangan merupakan data yang didapatkan pada waktu 
pengumpulan data pada penelitian berupa data hasil dari wawancara, tertulis dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Data 
dokumentasi adalah data yang menjelaskan suatu hal kejadian pada tahap observasi 
ataupun tahap pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul  kemudian diolah 




G. Pengujian Keabsahan Data 
1. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka peneliti akan 
memberikan data yang lebih akurat dan sistematis mengenai apa yang diteliti. 
2. Menggunakan Bahan Referensi 
Bahan referensi yaitu adanya sesuatu yang mendukung untuk membuktikan 
bahwa data yang ditemukan dan yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam 
pengumpulan data yang melalui wawancara perlu adanya rekaman wawancara 
antara peneliti dengan informan sebagai bukti telah melakukan wawancara, 
sehingga data tersebut dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
rekaman wawancara dan dokumentasi-dokumentasi dari observasi di lapangan 





IMPLEMENTASI PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH PADA PERKARA 
CERAI TALAK DALAM PUTUSAN VERSTEK 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Makassar 
1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar 
Keberadaan Pengadilan Agama Makassar diawal tidak berdasarkan dengan 
peraturan pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi pada zaman dahulu, 
pada zaman kerajaan atau zaman ketika Belanda menjajah Indonesia, namun pada 
waktu itu bukanlah seperti yang sekarang ini. Dahulu Raja mempunyai kewenangan 
untuk mengangkat seorang pengadil yang biasa disebut sebagai hakim pada saat ini, 
akan tetapi sejak masuknya Syariat Islam di Makassar maka Raja mengangkat 
seorang Qadhi. 
Beberapa kewenangan hakim diminimalisir dan kemudian diserahkan 
kepada Qadhi yang berkaitan dengan syariat agama Islam. Kewenangan Qadhi pada 
waktu itu termasuk Cakkara atau biasa disebut harta gono-gini  dikarenakan 
Cakkara berkaitan dengan permasalahan nikah. 
Pada waktu penjajahan Belanda yurisdiksi Qadhi sudah terbagi yaitu 
Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi pertama Makassar bernama Maknun Dg. 
Manranoka, yang bertempat tinggal dikampung laras, Qadhi yang lain yang dikenal 
yakni K.H. Abd. Haq dan Qadhi terakhir bernama Ince Moh. Sholeh jabatan Ince 
Moh. Sholeh  disebut acting Qadhi. Qadhi terdahulu mempunyai kewenangan untuk 




kelancaran pelaksaan tugasnya, dan pada waktu pemerintahan Kolonial Belanda 
pada saat itu dipimpin oleh Hamente. 
Pada tahun 1960 Pengadilan Agama Makassar terbentuk yang meliputi 
wilayah Takalar, Gowa dan Maros karena pada saat itu belum ada dan belum 
dibentuk Peradilan di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dalam wilayah 
Makassar. 
Sebelum Pengadilan Agama berkembang yang sebelumnya bernama 
Mahkamah Syariah yang melaksanakan kewenangan Pengadilan Agama adalah 
seorang Qadhi yang berkantor dikediamannya sendiri. Pada waktu itu kerajaan yang 
berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu seorang 
Qadhi diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta 
Kalla. 
Pengadilan Agama Makassar terbentuk pada tahun 1960 setelah keluar 
peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pada waktu itu bernama Pengadilan 
Mahkamah Syariah. 
2. Wilayah Yurisdiksi 
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kota 
Makassar mempunyai batas-batas sebagai berikut: 
1) Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar 
2) Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Maros 




4) Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa 
Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar dahulu hanya terdiri dari 9 
Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 Kecamatan dan selanjutnya 
berkembang menjadi 15 Kecamatan. 
3. Keadaan Gedung 
Sejak berdirinya Pengadilan Agama Makassar Kelas IA sampai pada tahun 
1999 telah mengalami perpindahan Gedung kantor sebanyak enam kali untuk bisa 
menunjang jumlah perkara yang semakin meningkat dan memerlukan jumlah SDM 
yang memadai maka keadaan kantor diperlukan perluasan serta perbaikan sarana 
dan prasarana yang memadai, sehingga pada tahun 1999 Pengadilan Agama 
Makassar bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 14 Daya Makassar dengan 
luas tanah 2.297 m2 dan luas bangunan 1.887 m2.47 
4. Ketua Pengadilan Agama Makassar dari masa ke masa 
Tabel 2 
No. Nama Ketua Periode 
1. K.H. Chalid Husain Tahun 1960 s/d Tahun 1962 
2. K.H. Syekh Alwi Al Ahdal Tahun 1962 s/d Tahun 1964 
 
47 https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan 






3. K.H. Haruna Rasyid Tahun 1964 s/d Tahun 1976 
4. K.H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986 
5. Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Tahun 1986 s/d Tahun 1996 
6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H Tahun 1996 s/d Tahun 1998 
7. Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H Tahun 1998 s/d Tahun 2004 
8. Drs. H. M. Tahir R, S.H Tahun 2004 s/d Tahun 2005 
9. Drs. Anwar Rahmad, M.H Tahun 2005 s/d Tahun 2008 
10. Drs. Khaeril R, M.H Tahun 2008 s/d Tahun 2010 
11. Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H,. M.H Tahun 2010 s/d Tahun 2013 
12. Drs. H. Usman S,SH Tahun 2013 s/d Tahun 2014 
13. Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H Tahun 2014 s/d Tahun 2016 
14 Drs. H. Damsir, S.H., M.H Tahun 2016 s/d Tahun 2019 
15 Drs. H. M Yusuf, SH., M.H Tahun 2019 s/d Tahun 2020 








5. Visi dan Misi 
a) Visi 
Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, berwibawa, dan 
profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum. 
b) Misi 
1) Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses keadilan 
2) Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan 
3) Mewujudkan tertip administrasi dan manajemen peradilan 
4) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.48 
6. Tugas Pengadilan Agama Makassar 
Pengadilan Agama Makassar dalam menjalankan tugasnya berdasarkan 
Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang 















9) Ekonomi Syari’ah 
Dalam jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
kebanyakan berkaitan dengan masalah keluarga, cukup wajar apabila Pengadilan 
Agama dikatakan sebagai Pengadilan Keluarga khusunya yang beragama Islam. 
Pengadilan Agama mempunyai posisi yang penting di Negara Indonesia yang 
dimana mayoritas penduduknya beragama Islam dan dalam kehidupan sehari-hari 






 49 Asni, ‘‘Kontekstualisasi Hukum Berperspektif Perempuan di Pengadilan Agama’’. Al-













B. Cara Pembayaran Nafkah Iddah Bagi Seorang Suami yang Hendak 
Menceraikan Istrinya yang Tidak Menghadiri Persidangan di Pengadilan 
Agama Makassar 
Perceraian bukanlah suatu larangan melainkan jalan terakhir dalam 
menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak kunjung ada jalan 
keluarnya. Apabila telah ada upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan dengan 
 
50  https:// pa-makassar.go.id/ tentang-pengadian/ profile-pengadilan/ struktur-organisasi 




benar, namun kedua belah pihak tak kunjung harmonis lagi untuk bersatu maka cara 
yang terbaik adalah dengan perceraian.51 
Tabel 2  
 Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2018-2020 
No. Tahun Cerai Talak Cerai Gugat Putusan Verstek Cerai Talak 
1. 2018 715 1.996 336 
2. 2019 701 2.135 385 
3. 2020 725 2.092 452 
Jumlah : 1.173 
 
Di Pengadilan Agama Makassar dari tiga tahun terakhir mengalami 
peningkatan putusan verstek khususnya pada perkara cerai talak. Dalam perceraian 
khususnya cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar majelis hakim 
berperan penting dalam melindungi hak-hak istri (termohon) yang ditalak untuk 
diberikan nafkah selama masa iddahnya, sebab di dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 149 telah disebutkan apabila terjadi cerai talak, maka suami berkewajiban 
memberikan nafkah iddah kepada istrinya. 
 
51  Ananda Abdi, dan Lomba Sultan, ‘‘Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca 
Perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II (Studi Kasus Putusan No. 




Pembayaran nafkah iddah merupakan salah satu kewajiban bagi seorang 
suami kepada istrinya yang menjadi akibat dari perceraian diantara keduanya di 
Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi kewajiban seorang suami yang telah 
menceraikan istrinya sebagaimana terdapat pada Pasal 149 dalam Kompilasi 
Hukum Islam  sebagai berikut: 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al duhkul. 
b. Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, 
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan 
tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla 
al dukhul. 
d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun. 
‘‘Adapun cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami kepada istrinya 
yang tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Agama Makassar yaitu 
dimana sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak didepan majelis hakim, 
pemohon terlebih dulu membayarkan kewajibannya yang telah dibebankan 
kepadanya dari majelis hakim. Selanjutnya pemohon/suami menitipkan 
pembayaran nafkah iddah dan yang menjadi hak termohon/istri ke Panitera 
pengganti yang sedang bertugas menangani perkara pemohon.’’ 52 
 
 
52 Rahmatullah (60 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 




Sebagaimana yang telah dikatakan Pak Rahmatullah dalam wawancara 
selaku ketua majelis hakim yang menangani perkara cerai talak dalam putusan 
verstek di Pengadilan Agama Makassar. 
‘‘Pembebanan pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak yang 
putusannya bersifat verstek itu tergantung dari majelis hakim yang 
mengadili perkara tersebut. Pada perkara cerai talak dalam putusan verstek 
tidak semua majelis hakim akan membebankan pembayaran nafkah iddah 
kepada pemohon.’’ 53 
Dengan jawaban dari Pak Rahmatullah dan Muhammad Yunus tersebut 
dalam pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam putusan verstek di 
Pengadilan Agama Makassar. Apabila terjadi perceraian cerai talak, maka suami 
berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah sebagai hak 
seorang istri dari mantan suaminya. 
Adapun jumlah kasus perceraian cerai talak di Pengadilan Agama Makassar 
pada tahun 2020 ada sebanyak 725 perkara dan terdapat 452 perkara yang 
putusannya verstek. 
Dengan adanya pembayaran nafkah iddah yang dibebankan kepada 
pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak mempunyai tujuan untuk melindungi 
hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian hal ini berdasarkan Peraturan 
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang membahas tentang pedoman 
mengadili perkara perempuan berhadapan hukum. 
 
53 Rahmatullah (60 tahun) dan Muhammad Yunus (62 tahun), Hakim Pengadilan Agama 




Dalam putusan Nomor 912/Pdt.G/2020PA.Mks majelis Hakim 
membebankan pembayaran nafkah iddah kepada pemohon pada perkara cerai talak 
yang putusannya verstek sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai 
Apoteker, maka Majelis sependapat untuk menghukum Pemohon membayar 
mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana 
tercantum dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa  sesuai petunjuk SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang 
Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 22 
sampai 24 November 2017, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan  
mut’ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon sesaat dan seketika setelah 
pengucapan ikrar talak dan oleh karenanya Pemohon  terlebih dahulu diwajibkan  
untuk menyiapkan mut’ah dan nafkah iddah dimaksud sebelum Pemohon 
mengucapkan ikrar talak kepada Termohon; 
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka 
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan 
kepada Pemohon; 
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 







1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
menghadap ke persidangan, tidak hadir; 
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu 
raj’i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang  Pengadilan 
Agama Makassar; 
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa: 
a) Mut’ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); 
b) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima  ratus 
ribu rupiah); 
c) Mut’ah dan nafkah iddah tersebut harus diserahkan oleh Pemohon kepada 
Termohon sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak oleh Pemohon 
kepada Termohon; 
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam  ribu rupiah); 
Berdasarkan isi putusan yang diatas, maka seorang suami akan 
berkewajiban untuk membayarkan nafkah iddah setelah putusan tersebut 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusanya diberikan kepada pihak yang 
berperkara. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak 
akan dipanggil untuk ikrar talak. Sebelum ikrar talak diucapkan oleh 




hak termohon/istri kemudian baru dipersilahkan untuk mengucapkan ikrar talak di 
depan majelis hakim.54 
Apabila pemohon belum siap untuk membayarkan nafkah iddah dan 
memberikan hak-hak termohon, maka majelis hakim akan menunda ikrar talak 
sampai pihak pemohon siap untuk membayarkan apa yang telah dibebankan 
kepadanya maksimal 6 bulan, dan apabila selama 6 bulan pemohon belum siap 
untuk membayarkan nafkah iddah dan memberikan hak-hak termohon, maka 
dianggap batal melakukan perceraian. 
Persidangan ikrar talak akan dilanjutkan, apabila pihak pemohon telah 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dibebankan kepadanya 
didalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim. 
C. Upaya Majelis Hakim dalam Menjamin Pembayaran Nafkah Iddah pada 
Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek di Pengadilan Agama 
Makassar 
Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjamin pembayaran 
nafkah iddah atau hak-hak istri dalam perkara perceraian cerai talak, suami 
mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada 
istrinya. Sebagaimana yang dikatakan Pak Rahmatullah sebagai berikut: 
‘‘Adapun yang berkaitan dengan hak istri dalam perkara cerai talak yaitu 
berupa nafkah iddah dan mut’ah. Istri berhak mendapatkannya apabila tidak 
 





nusyuz. Sedangkan mut’ah adalah sesuatu pemberian dari suami kepada 
istri yang berupa uang atau barang.’’55 
Adapun yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam pembayaran 
nafkah iddah tidak terlepas dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang dimana 
ketika terjadi perceraian cerai talak, maka suami berkewajiban untuk memberikan 
hak-hak istrinya sebagai berikut: 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 
atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul. 
b. Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, 
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan 
tidak hamil. 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla 
al dukhul. 
d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 
umur 21 tahun.56 
Upaya majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjamin 
pembayaran nafkah iddah yang merupakan salah satu hak istri setelah terjadinya 
perceraian, adapun upaya majelis hakim ialah mengharuskan pomohon terlebih 
 
55 Rahmatullah (60 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 
11 Januari 2021. 
56 Rahmatullah (60 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar, 




dulu membayarkan nafkah iddah dan memberikan hak-hak istri sebelum 
mengucapkan ikrar talak dalam persidangan di Pengadilan Agama Makassar. 
Sebagaimana yang dikatakan Pak Rahmatullah dalam wawancara selaku 
hakim Pengadilan Agama Makassar, bahwa upaya yang dilakukan oleh majelis 
hakim dalam menjamin pembayaran nafkah iddah pada perkara cerai talak dalam 
putusan verstek yaitu pemohon diharuskan membayar kewajibannya yang telah 
dibebankan kepadanya pada saat sidang ikrar talak didepan majelis Hakim. 
Sebelum pemohon atau suami mengucapkan ikrar talak didepan persidangan 
terlebih dulu memberikan hak-hak istrinya, kemudian diperbolehkan untuk 
mengucapkan ikrar talak. 
Pembayaran nafkah iddah dilaksanakan secara langsung didepan 
persidangan pada saat ikrar talak. Apabila termohon tidak hadir dalam persidangan, 
maka pemohon akan menitipkan kepada Panitera pengganti yang sedang bertugas 
menangani perkara tersebut. Setelah pemohon melaksanakan kewajibannya yang 
telah dibebankan kepadanya, maka majelis hakim akan melanjutkan persidangan 
penyaksian ikrar talak. 
Sebagaimana yang dikatakan Pak Rahmatullah dalam wawancara selaku 
Hakim Pengadilan Agama Makassar bahwasanya pembayaran nafkah iddah yang 
merupakan hak istri dari suaminya dilaksanakan didepan persidangan sebelum ikrar 
talak, agar suami tidak terlepas dari kewajibannya.57 Apabila suami belum siap 
 
57 Rahmatullah (60 tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara, Makassar: 




untuk melaksanakan kewajibannya, maka majelis hakim akan menunda 
persidangan sampai suami siap untuk melaksanakan kewajibannya sampai batas 
waktu maksimal selama 6 bulan. 
Apabila selama 6 bulan suami masih belum siap melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana yang telah dibebankan kepadanya dalam putusan untuk 
memberikan nafkah iddah kepada istrinya. Jika hal itu terjadi maka putusan akan 
gugur dan hak suami untuk mengikrarkan talak pun gugur. 
Dalam menghindari terjadinya penundaan ikrar talak oleh pemohon kepada 
termohon dikarenakan belum siap melaksanakan kewajibannya kepada termohon, 
maka majelis hakim yang bertugas untuk mengadili perkara tersebut terlebih dulu 
mengingatkan kepada pemohon dari awal persidangan bahwa ada kewajiban yang 
harus dilaksanakan sebagai akibat dari permohonan talak yang diajukan di 
Pengadilan Agama, agar pemohon siap melaksanakan kewajibannya pada saat 














Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas mengenai ‘‘Implementasi 
Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek Studi 
di Pengadilan Agama Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Cara pembayaran nafkah iddah bagi seorang suami yang akan menceraikan 
istrinya yang tidak hadir dalam persidangan dengan cara pemohon akan 
menitipkan pembayaran nafkah iddah dan hak-hak istri melalui Panitera 
pengganti yang sedang bertugas menangani perkara tersebut. Setelah beberapa 
waktu sidang ikrar talak selesai termohon baru datang di Pengadilan Agama 
Makassar untuk mengambil nafkah iddah dan hak-haknya dari suami melalui 
Panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. 
2. Upaya majelis hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menjamin 
pembayaran nafkah iddah yakni pembayaran dilakukan sebelum pengucapan 
ikrar talak oleh suami kepada istrinya. Apabila suami belum siap melaksanakan 
kewajibannya, maka sidang ikrar talak akan ditunda sampai suami siap untuk 
memberikan hak-hak istri dalam waktu paling lama 6 bulan. Adapun yang 
menjadi dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah 






B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas mengenai Implementasi 
Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek, maka 
peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Bagi Hakim 
Agar kiranya semua hakim di Pengadilan Agama membebankan kepada 
pemohon untuk melaksanakan kewajibannya dari akibat perceraian yang sesuai 
dengan Pasal 149 dalam Kompilasi Hukum Islam, khusus perkara cerai talak yang 
putusannya verstek. 
2. Bagi Masyarakat 
Akibat dari terjadinya perceraian suami berkewajiban untuk memberikan 
nafkah iddah kepada istri dan istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai mana 
yang disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Termohon agar kiranya 
hadir dalam persidangan supaya bisa memperjuangkan hak-haknya dari suaminya 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara 
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan 
putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 
PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pattene, 19 Mei 1998, agama Islam, 
pekerjaan Apoteker, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di 
Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Patallassang, Kabupaten 
Takalar, sebagai  Pemohon; 
melawan 
TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 30 Juli 1987, agama Islam, 
pekerjaan tidak ada,  tempat kediaman di Kelurahan Berua, 
Kecamatan Paccerakang, Kota Makassar,  sebagai  Termohon; 
Pengadilan Agama tersebut; 
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 
Telah mendengar keterangan  Pemohon dan para saksi di muka sidang; 
DUDUK PERKARA 
Bahwa  Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2020 telah 




Makassar, dengan Nomor 912/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 30 April 2020,  dengan 
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, 
tanggal 30 Juni 2013, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan 
Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat  Kutipan Akta Nikah 
Nomor: 89/DKAN/BKY/IV/2020, tanggal 23 April 2020; 
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama 
di Kelurahan Berua, Kecamatan Paccerakang, Kota Makassar; 
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 
Tahun 10 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri 
dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 
-  ANAK, umur 5 tahun 
-  ANAK, umur 2 tahun; 
4. Bahwa sejak Tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan 
Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan 
pertengkaran. 
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan 
pertengkaran tersebut, antara lain: 
a. Termohon tidak mendengar saran Pemohon, bahkan tidak mau ikut bersama 
Pemohon untuk hidup mandiri. 
b. Termohon tidak menjalankan kewjibannya sebagai istri seperti tidak 
memasak dan menyiapkan pakaian bahkan menolak berhubungan suami 




6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah 
kediaman bersama sejak Juli 2019 sampai sekarang. 
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik 
bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai  
dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk 
mengikrarkan talak satu raj'i. 
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada 
Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 
berikut: 
1. Mengabulkan permohonan pemohon. 
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak 
satu raj’i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan 
Pengadilan Agama Makassar. 
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon secara 
inpersoon  menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak 
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 
wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat 
panggilan (relaas) yang dibacakan di muka sidang, lagi pula bahwa tidak 
menghadapnya tersebut tanpa suatu berita atau alasan yang sah menurut hukum; 
Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati 




tidak berhasil, maka dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat  Pemohonan  
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh  Pemohon; 
Bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka jawaban 
atau keterangan Termohon tidak dapat didengar; 
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah 
mengajukan bukti berupa: 
A. Surat: 
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 89/DKAN/BKY/IV/2020, 
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar, tanggal 23 April 2020. Bukti tersebut bermeterai 
cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti  P.; 
 
B.   Saksi: 
1. SAKSI, umur  37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, 
bertempat tinggal  di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya, 
Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah teman kerja, di bawah 
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 
a) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 
b) Bahwa  Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak; 
c) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak dari 





d) Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon  tidak mau 
berpisah dengan orangtuanya; 
e) Bahwa Pemohon dan  Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 
karena Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orangtuanya; 
f) Bahwa saksi  tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar 
karena sejak 3 tahun yang lalu, Pemohon sudah sering curhat kepada saksi; 
g) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan pihak keluarga tapi tidak 
berhasil; 
2. SAKSI,   umur  31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, 
tempat tinggal  di  Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota 
Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah teman kerja, di bawah 
sumpahnya  memberikan keterangan sebagai berikut: 
a) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri; 
b) Bahwa  Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak; 
c) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berjalan 3 tahun  tidak 
rukun   karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran; 
d) Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon  mau 
meninggalkan rumah orangtuanya; 
e) Bahwa Pemohon dan  Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 
pertengahan   2019 karena Pemohon meninggalkan Termohon; 
f) Bahwa saksi  tahu sering berselisih dan bertengkar kemudian pisah tempat  




g) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan pihak keluarga tapi tidak 
berhasil; 
Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah 
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula 
dan telah bermohon putusan; 
Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal 
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan ini; 
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon adalah 
seperti diuraikan tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal 
mengupayakan perdamaian dengan menasehati  Pemohon  di depan persidangan 
agar  Pemohon dapat kembali membina rumah tangga dengan baik bersama dengan 
Termohon, namun tidak berhasil. 
Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, 
namun karena  Termohon tidak  hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus 
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap 
perkara ini tidak layak dimediasi; 
Menimbang, bahwa  oleh karena Termohon tidak menghadap di muka 
sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan 




Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas  panggilan Nomor 
912/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 5 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020, ternyata 
bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut; 
Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap di muka sidang 
sekalipun telah  dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang 
lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang 
tersebut, disebabkan oleh alasan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat 
dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 
ayat (1) R.Bg; 
Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup 
alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga 
sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 
2019atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan 
lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan 
tidak melawan hukum, in casu  Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan 
Termohon telah membina rumah tangga selama 6 tahun 10 bulan,  semula hidup 
rukun dan harmonis dan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak Tahun 2018 sudah 
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat 
tinggal sejak Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan 
tempat kediaman bersama.  Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena  




dengan Pemohon, Termohon tidak mengurus keperluan Pemohon seperti mencuci, 
memasak bahkan tidak mau melayani Pemohon untuk bergaul sebagai suami istri; 
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, sekalipun 
Termohon tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena 
perkara ini menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat 
“miitsaaqan ghaliizhan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakah ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka 
Pemohon tetap dibebani wajib  bukti; 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon 
mengajukan bukti surat disebut bukti P dan 2 orang saksi; 
Menimbang, bahwa bukti surat berkode P,  berupa fotokopi Kutipan Akta 
Nikah, yang merupakan akta autentik,  bermeterai cukup, cocok dengan aslinya.   
Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon 
sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari hari Ahad, tanggal 
30 Juni 2013,  tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan 
bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh 
karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi 
syarat mutlak (conditio sine quanon)  yang menunjukkan antara Pemohon dengan 
Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi 
Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat  menerima sebagai alat bukti dan 




Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah 
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172  
ayat 1 angka 4 R.Bg.; 
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil 
Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1, 2, 3, 4, 5 huruf    a serta poin 6 dan 7,  
dalil permohonan, adalah fakta yang diketahui  sendiri serta relevan dengan dalil 
yang harus dibuktikan oleh Pemohon.  Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut 
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga 
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima 
sebagai alat bukti; 
Menimbang,  bahwa berdasarkan pengakuan  Pemohon, diperkuat dengan 
alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi  Pemohon, maka Majelis Hakim telah 
memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a) Bahwa  Pemohon dan  Termohon adalah suami-isteri; 
b) Bahwa  Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak; 
c) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak  rukun 
sejak Tahun 2018 samapai sekarang sudah berlangsung selama  2 tahun 
lebih karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran; 
d) Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran  karena    Termohon 
tidak mau berpisah dengan orangtuanya; 
e) Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 




Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti 
bahwa antara  Pemohon dan  Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 
yang terus-menerus dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga  
Pemohon dan  Termohon telah pecah (broken marriage); 
Menimbang,  bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari 
keadaan  Pemohon dan  Termohon yang telah  terjadi perselisihan dan pertengkaran 
secara terus menerus kemudian berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2019 
setelah Pemohon meninggalkan Termohon,  Termohon tidak hadir di muka sidang 
serta Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai, sekalipun telah cukup upaya 
perdamaian; 
Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang 
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok,  salah satu pihak tidak 
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah 
merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian 
sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka  Pemohon 
telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan 
pertengkaran terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang baik, sehingga  Pemohon 
telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) 




Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf  f PP No. 9 Tahun 1975 dan 
atau Pasal 116 huruf f KHI; 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai 
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan 
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan dan juga sebagaimana firman Allah swt. dalam  Al-Qur’an, surah 
Arrum ayat (21), ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga 
antara  Pemohon dan  Termohon; 
Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta 
bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum 
dan berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara  Pemohon dengan  
Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil 
untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah  memberikan izin 
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; 
Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila 
dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada 
maslahatnya yaitu  Pemohon dan  Termohon akan terus menerus dalam penderitaan 
lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi : 
 دُرءُالمفاسدُمقدُمُعلىُجلبُالمصالح
Artinya: 





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma 
hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 
227 yang berbunyi: 
ََُسِميٌعَُعِليمُ  ُٱَّللَّ َقُفَِإنَّ
واُْٱلطَّلََٰ  َوإِۡنَُعَزمه
Artinya : 
‘‘Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.’’ 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn-pertimbangan tersebut di 
atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil  permohonan Pemohon harus 
dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon 
untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di muka sidang 
Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan 
secara verstek; 
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai 
Apoteker, maka Majelis sependapat untuk menghukum Pemohon membayar 
mut’ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana 
tercantum dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa  sesuai petunjuk SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang 
Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 22 
sampai 24 November 2017, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan  
mut’ah dan nafkah iddah tersebut kepada Termohon sesaat dan seketika setelah 




untuk menyiapkan  mut’ah dan nafkah iddah dimaksud sebelum  Pemohon 
mengucapkan ikrar talak kepada Termohon; 
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka 
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan 
kepada Pemohon; 
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum 
Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 
MENGADILI 
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 
menghadap ke persidangan, tidak hadir; 
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu 
raj’i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang  Pengadilan 
Agama Makassar; 
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa: 
a) Mut’ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah); 
b) Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima  
ratus ribu rupiah); 
c) Mut’ah dan nafkah iddah tersebut harus diserahkan oleh Pemohon 
kepada Termohon sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak 




5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam  ribu rupiah); 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis  
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020  Masehi, bertepatan 
dengan tanggal 5 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. 
sebagai Ketua Majelis,  Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H. Syarifuddin H.,M.H.,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum pada hari itu juga  oleh Ketua Majelis tersebut dengan 
didampingi oleh Hakim Anggota  dan  dibantu oleh  Syahruni, S.H.,M.H., sebagai 
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